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BUPATI SIDOARJO 

PERATURAN BUPATI SlDOARJO 
NOMOR 33 T AI-TUN 2009 

TENTANG 
PEDOMA PELAK, A AA T Ci/\S 'I A IIU ' 20 10 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA liA ESA 

BUPATI SIDOARJO. 

bahwa dalam rangka tcrtib administrasi khususnya pclaksanaan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Sidoarjo Tahun Anggaran 20 I 0 sena 
untuk peningkatan pelaksanaan tugas, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati 
Sidoarjo tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tahun 20 I 0 : 

I. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tcntang Pcrubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat IT Surabaya (Lcmbaran Negara Repuhli k Tndoncsin 
Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan l.cmbaran Negara Rcpub li k Indonesia 

omor 2730): 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lcmbaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang- Undang Nomor I Tahun 2004 tcntang Perbcndaharaan Negara 
(Lembaran Negara Rcpubli k Indonesia Tnhun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor I 0 Tahun 2004 ten tang Pcmhcntukan Peraturan 
Pcrundang Undangan (Lembaran cgara Rcpublik Indonesia Tahun 200-1 
Nomor 53, Tambahan Lembaran cgara Rcpublik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Pemeriksaan Pcngelolaan 
dan Tanggung Jawab Kcuangan Ncgara (Lcmbaran Ncgara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Percncanaan 
Pembangunan asional (Lembaran cgara Republik Indoncsi~ Tahun ~or I 
Nomor I 04. Tambahan l.l:mbaran 1~gara R~o:Jntblih. fmlon~~id '\Dnwr 1 · 1 ~ I 1 

7. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenumg Pcmcrintahan Oaerall 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te lah 
bcberapakali diubah tcrakhir dengan Unclang-Unclang Nomor 12 Tahun 200R 
tentang Perubahan Kedua Atas Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 200-1 
tcntang Pcmcrin tahan Daerah (Lcmbaran Ncgara Rcpubli k Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpubli k Indonesia Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tmnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
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9. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang 
Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4615); 

11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh 
Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan 
Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kodc 
Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi I Kabupaten I Kota ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
Bentuk Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah: 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2010; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 0 1/PM.0212009 tentang Standar biaya 
Umum Tahun Anggaran 2010. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
TUGAS TAHUN 2010. 

Pasal1 

Dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2010, setiap Satuan Kerja Perangkat IJaerah harus 
berlandaskan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Tahun 2010. 
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Pasal2 

Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tertuang 
dalam lampiran peraturan ini. 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 28 Agustus 2009 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

VINORU YMUNTIAWAN, SH 

Ditetapkan di Sidoarjo 
pada tanggal 28 Agustus 2009 

BUPATI SIDOARJO, 

ttd 

H. WIN HENDRARSO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 33 


